
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

 

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 
 
 



 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 
 
 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI 

JAWA TENGAH 

 

Nomor SOP  DPUPR/SEKRETARIAT/PPID/14 

Tanggal pembuatan  April 2026 

Tanggal revisi     

Tanggal efektif  April 2026 

Disahkan oleh  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
 

Nama SOP  Penanganan Sengketa Informasi Publik 

 
 

     Dasar Hukum      Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
    14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor  6 Tahun 2012 tentang Pelayanan 
    Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 
    Jawa Tengah
5. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
    Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
    Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan 
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023, Tentang 
    Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
    2012, Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan 
    Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

 1 1. Minimal Sarjana; 
2. Menguasai Tata Pembukuan; 

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 
4. Memiliki Tata Krama. 

   
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

     1. Proses penanganan sengketa informasi publik 1. Komputer 
2. Jaringan Internet 
3. Pesawat telepon 
4. E-mail 
5. ATK 
 
 
 

Peringatan 
 

1.  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak 
akan terlayani dengan Baik; 

2.  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan 
tercapai; 

3.  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah 
Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif. 

 
 
 

Pencatatan dan pendataan 
 

Akan mempermudah didalam penanganan keluhan 




